BAB 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Tinjauan Hukum Adat
terhadap Tradisi Grebeg Tape sebagai Bentuk Perlindungan Hak Komunal
Masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Tradisi Grebeg Tape menempati kedudukan sebagai norma hukum
adat yang hidup (/iving law) dalam struktur sosial masyarakat Desa
Tawaran, yang bersumber dari konsep sedekah bumi sebagai pranata
hukum adat agraris masyarakat Jawa. Kedudukan tersebut tercermin dari
sifat keberulangan, keteraturan, dan keterikatan kolektif masyarakat untuk
melaksanakannya setiap tahun tanpa terputus, sehingga tradisi ini telah
terlembagakan sebagai pola perilaku yang memenuhi unsur-unsur normatif
hukum adat (adatrecht). Secara mekanisme, pelaksanaannya berlangsung
melalui tahapan yang sistematis, yaitu persiapan dan pengumpulan tape
secara gotong royong, penyusunan gunungan, kirab keliling desa, prosesi
simbolis Tarian Tasowan sebagai serah terima tape kepada pemimpin desa,
hingga tahap rebutan tape sebagai puncak acara yang melambangkan
pembagian berkah secara komunal. Struktur kelembagaannya tercermin
dari peran Kepala Desa Tawaran sebagai otoritas pelaksana, sifat komunal
dalam pengumpulan dan distribusi hasil bumi, daya ikat norma melalui
sanksi sosial informal, serta pengakuan dan dukungan pemerintah daerah
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yang menunjukkan harmonisasi hukum adat dengan hukum negara sejalan

dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

2. Perlindungan hak komunal masyarakat Desa Tawaran terhadap
ekspresi budaya tradisional dalam Tradisi Grebeg Tape saat ini masih
berlangsung dalam tataran perlindungan sosial-kultural (de facto
protection), yang tercermin dari konsistensi pelaksanaan tradisi secara
turun-temurun, pewarisan pengetahuan produksi tape secara komunal,
partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian prosesi, serta peran
pemerintah desa dan dukungan pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi
dan mempromosikan tradisi. Namun, perlindungan tersebut belum disertai
dengan kepastian hukum (de jure protection), karena belum dilakukan
pencatatan atau inventarisasi resmi atas tradisi tersebut sebagai kekayaan
intelektual komunal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022,
belum terdapat penguatan kelembagaan adat sebagai representasi formal
pemegang hak komunal, dan belum tersedia regulasi tingkat desa yang
secara khusus mengatur tata kelola, pelestarian, serta pembagian manfaat
ekonomi tradisi. Dengan demikian, perlindungan hak komunal masyarakat
Desa Tawaran memerlukan sinergi antara mekanisme sosial-kultural yang
telah berjalan dengan penguatan instrumen hukum formal, sehingga tradisi
ini memperoleh kepastian dan kekuatan hukum sebagai kekayaan

intelektual komunal milik masyarakat Desa Tawaran.
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B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Desa Tawaran
Pemerintah Desa Tawaran disarankan untuk mengupayakan
pencatatan Tradisi Grebeg Tape sebagai kekayaan intelektual komunal dan
ekspresi budaya tradisional kepada instansi yang berwenang. Selain itu,
pemerintah desa perlu menyusun Peraturan Desa yang mengatur
pelestarian, pemanfaatan, tata kelola, serta pembagian manfaat ekonomi
tradisi secara adil bagi masyarakat.
2. Bagi Masyarakat Desa Tawaran
Masyarakat Desa Tawaran disarankan untuk terus menjaga
keberlangsungan Tradisi Grebeg Tape melalui pelaksanaan rutin,
pewarisan pengetahuan pembuatan tape, serta penanaman nilai-nilai adat

kepada generasi muda agar tradisi tetap hidup dan tidak kehilangan makna.
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